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Abstrak
Pengaturan overspel sesama jenis terdapat dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam aturan tersebut mengatur mengenai syarat-syarat terpenuhinya tindak pidana overspel sesame jenis. Salah satu syarat tersebut yaitu dilakukan oleh pria dengan wanita, salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan. Dalam hal overspel yang dilakukan oleh sesama jenis belum diatur di Iindonesia. Pada era sekarang overspel tidak hanya dilakukan dengan lawan jenis melainkan sesama jenis, seperti yang terjadi Bogor dan Bekasi dimana overspel sesama jenis mengakibatkan perceraian. Overspel sesama jenis tidak sesuai dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada di Indonesia. Overspel sesama jenis berdampak negatif bagi masyarakat, dikarenakan overspel merusak hubungan keluarga dimana keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat. Dampak negatif overspel sesama jenis dalam bidang kesehatan yaitu tertularnya virus HIV Aids. Dalam hal ini diperlukan norma hukum yang mengatur mengenai overspel sesama jenis. Tujuan penelitian ini menganalisis urgensi pengaturan kekosongan hukum overspel sesama jenis berdasarkan norma-norma di Indonesia dan  menganalisis overspel sesama jenis melalui interpretasi dan kriminalisasi hukum.  Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan.  Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primen dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik kualitatif. Hasil pembahasan yaitu adanya kekosongan hukum mengenai overspel sesama jenis berdasarkan norma agama dan kesusilaan di Indonesia. Agama di Indonesia menganggap overspel sesama jenis sebagai dosa besar. Dengan menggunakan interpretasi gramatikal dimana konsep overspel sesama jenis sesuai dengan pengertian kejahatan. Overspel sesama jenis memiliki banyak dampak negativf sehingga diperlukan kriminalisasi sebagai bentuk kepastian hukum terhadap korban overspel.
Kata Kunci: overspel, norma, interpretasi, kriminalisasi
Abstract

The regulation of overspel is contained in Article 284 of the Criminal Code. The regulation regulates the requirements for the fulfillment of same-sex overspelling. One of these conditions is that it is carried out by a man and a woman, one or both of them are bound by marriage. In the case of overspel committed by the same sex has not been regulated in Indonesia. In the current era, overspelling is not only done with the opposite sex but also with the same sex, as happened in Bogor and Bekasi where same-sex overspel resulted in divorce. Same-sex overspel is not in accordance with religious norms and moral norms that exist in Indonesia. Same-sex overspel has a negative impact on society, because overspel damages family relationships where the family is the smallest part of society. The negative impact of same-sex overspel in the health sector is the transmission of the HIV Aids virus. In this case, legal norms are needed that regulate same-sex overspel. The purpose of this study is to analyze the urgency of regulating the legal vacuum of same-sex overspel based on norms in Indonesia and to analyze same-sex overspel through interpretation and criminalization of the law. This research is a type of qualitative research with a conceptual approach and legislation. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The analytical technique used is a qualitative technique. The result of the discussion is that there is a legal vacuum regarding same-sex overspel based on religious norms and decency in Indonesia. Religion in Indonesia considers same-sex overspel as a big sin. By using a grammatical interpretation where the concept of same-sex overspel is in accordance with the notion of crime. Same-sex overspel has many negative impacts, so criminalization is needed as a form of legal certainty for victims of overspelling.
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PENDAHULUAN 
Overspel merupakan bentuk kejahatan kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP). Pengaturan mengenai  overspel yang terdapat pada Pasal 284 ayat 1 KUHP yang berbunyi(Yustisia 2014): 

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, 

b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, 

2.
a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; 

b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHP Overspel dapat diproses menggunakan delik aduan. Berdasarkan pada Pasal 284 ayat 2 KUHP syarat dapat diprosesnya overspel dalam hukum pidana yaitu menggunakan delik aduan. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh suami maupun istri dari orang yang melakukan overspel. Dalam kasus overspel, aduan tersebut dapat ditarik kembali oleh pihak yang mengadukan. Batas pencabutan pengaduan dilakukan sebelum dimulainya sidang pemeriksaan di Pengadilan. Kejahatan overspel dapat diproses menurut hukum pidana apabila persetubuhan dilakukan oleh seorang yang telah terikat perkawinan. Dalam peraturan 
KUHP Overspel dilakukan antara pria dan wanita. Syarat untuk perbuatan dikatan sebagai overspel yaitu apabila telah terjadi hubungan kelamin antara pria dan wanita. Persetubuhan overspel dilakukan dengan lawan jenis antara lelaki dan wanita sebagai bentuk penodaan terhadap ikatan perkawinan(Bahiej 2003). Menurut Simons, diperlukan persetubuhan yang selesai antara pria dengan wanita agar perbuatan tersebut masuk dalam tindak pidana overspel(Lamintang 1990).
Pada era dewasa ini, overspel tidak hanya dilakukan oleh pria dan wanita dengan lawan jenis. Overspel dilakukan dengan sesama jenis, seperti yang terjadi Bekasi dimana menurut  Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terdapat peningkatan jumlah penderita HIV/Aids yang disebabkan oleh overspel sesama jenis, persetubuhan tersebut dilakukan antara pria dengan sesama(Detik news 2019). Jumlah peningkatan terjadi sepanjang 2019 dimana para pria tersebut merupakan suami yang mempunyai istri.  Para suami tersebut melakukan persetubuhan dengan sesama dengan berbagai alasan seperti jauh dari istri maupun ingin mencoba sensasi baru(Detik news 2019). Pada kasus tersebut kerugian dialami oleh istri dari pria yang melakukan persetubuhan sesama jenis tersebut, akibat dari persetubuhan sesama jenis dapat menyebabkan tingginya resiko tertular penyakit seksual.
Kasus serupa mengenai overspel sesama jenis terjadi  di Kota Bogor yang menjadi penyebab bertambahnya angka perceraian di Kota Bogor(Baiquni 2020). Dalam kurun waktu dua bulan, enam orang istri telah menggugat cerai suaminya dikarenakan diketahui melakukan overspel sesama jenis(Baiquni 2020). Pada kesempatan yang sama, empat orang suami menalak istrinya yang melakukan overspel dengan sesama perempuan. Ketua Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia Prof Dr Euis Sunarti mengatakan, overspel sesama jenis menyebabkan keresahan dimasyarakat seperti yang terjadi Kota Bogor(Baiquni 2020). Penyimpangan seksual ini merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab perceraian. Dengan prilaku menyimpang tersebut dapat berdampak luas terhadap masyarakat, karena keluarga merupakan bagian kecil dari masyarakat. Maka diperlukan aturan hukum yang jelas untuk melindungi suami maupun istri yang menjadi korban dari overspel sesama jenis.

Overspel sesama jenis tersebut merugikan suami maupun istri yang menjadi korban. Seperti pada kasus di Bekasi mengakibatkan kerugian terhadap istri yang rentan terkena penyakit seks menular maupun berdampak pada psikologi korban(Kementrian Kesehatan 2020). Hubungan kelamin sesama jenis lebih rentan terkena virus HIV Aids. Penderita AIDS sangat rentan terhadap berbagai macam jenis infeksi karena menyerang system kekebalan tubuh(Suhaimi, Savira, and Krisnadi 2009). Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pencegahan dan pengendalian penyakit seks antara lelaki dengan lelaki lebih rentan untuk terkena penyakit seks menular dari pada pria maupun wanita penjaja seks. Resiko penularan HIV AIDS dinyatakan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 1
Jumlah Presentase HIV Positif Berdasarkan Kelompok Beresiko Tahun 2017

	Kelompok Beresiko
	Tes HIV
	HIV Positif
	Persentase HIV Positif (%)

	Wanita Penjaja Seks
	161.215
	3.313
	2,06%

	Pria Penjaja Seks
	2.063
	112
	5,43%

	Wanita Pria
	25.533
	1.002
	3,92%

	Lelaki Seks Lelaki
	153.154
	10.625
	6,94%

	Injecting Drug User
	18.930
	832
	4,40%

	Pasangan Resiko Tinggi
	95.336
	4.097
	4,30%

	Pasangan Penjaja Seks
	34.800
	3.257
	9,36%

	Lain-lain
	347.562
	3.935
	1,00%

	Warga Binaan Masyarakat
	43.704
	439
	84,91%

	Sero Discordant (Salah satu pasangan memiliki HIV sementara yang lain tidak)
	424
	360
	84,91%


Sumber : Laporan Tahun 2017 oleh Ditjen P2P (Sistem informasi HIV-AIDS dan IMS (SIHA) 
Pada tabel diatas persetubuhan yang dilakukan dengan sesama jenis merupakan salah satu kelompok yang berisiko terhadap penularan HIV AIDS setelah Pelanggan PS (Pasangan Pekerja Seks) dengan persentase HIV positif mencapai 6,94%. Presentase HIV positif dari persetubuhan sesama jenis lebih tinggi dari wanita penjaja seks dan pria penjaja seks. Persetubuhan sesama merupakan urutan ke tiga kelompok beresiko terkena HIV AIDS.
Overspel sesama jenis tidak sesuai dengan norma agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Negara Indonesia pada semua agama melarang adanya hubungan overspel sesama jenis. Dalam agama Kristen(Katolik Protestan), Hindu, Buddha, Islam dan Konghucu melarang hubungan overspel sesama jenis. Agama Hindu, Buddha dan Konghucu melarang overspel dikarenakan merusak ikatan perkawinan. Agama Islam dan Kristen melarang overspel dalam hal perbuatan dan tidak sesuai dengan cita perkawinan, bahkan overspel sesama jenis termasuk dalam kejahatan dan dosa(Mansur 2017).
Di Indonesia terdapat perbedaan konsep overspel dalam KUHP dengan konsep overspel  dalam sosial budaya masyarakat Indonesia yang komunal dan religis(Bahiej 2003). Perbedaan konsep overspel berawal dari pengertian overspel yang dinggap sama dengan zina oleh masyarakat di Indonesia. Overspel dalam sosial dan budaya masyarakat Indonesia dilakukan sesama jenis maupun dengan lawan jenis, baik yang telah terikat perkawinan maupun belum.  Berdasarkan KUHP, Overspel hanya dapat terjadi antara pria dan wanita.
Perbedaan konsep mengenai Overspel merupakan bentuk dari adanya perbedaan sudut pandang mengenai overspel berdasar KUHP  Pasal 284 dengan kepentingan sosial/budaya masyarakat. Perbedaan konsep yang terjadi dapat berakibat pada timbulnya kejahatan baru seperti pembunuhan, penganiayaan atau main hakim sendiri(Erlina 2014). Kekerasan tersebut merupakan pelengkap dari kejahatan. KUHP dibuat pada masa Hindia Belanda dengan system continental yang menganut aliran individualism dan liberalism. Dalam pembaruan KUHP Negara berhak mengatur agar sesuai dengan perkembangan masyarakat di Indonesia(Yunanto 2019).
“Overspel merupakan suatu bentuk kejahatan kesusilaan. Definisi dari kejahatan menurut K. Kartono adalah semua bentuk baik ucapan dan perbuatan yang merugikan masyarakat secara ekonomis, politis dan sosio-psikologi. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah diatur dalam undang-undang maupun belum(Kartono 2005). “ 
Berdasarkan pengertian kejahatan dan kasus overspel sesama jenis yang terjadi di Indonesia, dimana overspel sesama jenis tidak sesuai dengan norma- norma yang hidup di masyarakat, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. Overspel sesama jenis belum diatur dalam undang-undang namun mengingat dampak negative bagi masyarakat begitu besar maka diperlukan norma hukum untuk mengaturnya. Dalam kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan dan keamanan diperlukan norma hukum yang mengatur agar kepentingan masyarakat dapat dilindungi(Triwanto 1999). Norma hukum yang diperlukan dalam mengatur overspel sesama jenis yaitu norma hukum pidana. Norma hukum pidana memiliki sanksi yang tegas diantara bidang hukum lain. Fungsi hukum pidana dalam hal ini untuk menanggulangi kejahatan overspel sesama jenis dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan keadilan dan ketertiban.
“Menurut Sudarto hukum pidana memiliki fungsi khusus yaitu melindungi hukum yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana(Sudarto 1990). Kepentingan hukum yaitu seperti harta, nyawa, martabat, kehormatan, kesusilaan, dan lain sebagainya(Sudarto 1990). “

Maka dari itu dalam overspel sesama jenis diperlukan aturan yang melindungi korban. Korban dalam hal ini yaitu istri maupun suami berdasarkan kerugian yang dialami. Hal terebut sesuai dengan fungsi dari norma hukum yaitu perlindungan kepentingan manusia, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Penegakan hukum Indonesia berdasarkan pada asas legalitas(Susilawati 2019). Dalam kasus overspel sesama jenis belum diatur di Indonesia maka tidak dapat diproses secara hukum pidana, maka perlu diatur mengenai overspel sesama jenis guna melindungi kepentingan kehormatan dan kesusilaan bagi suami maupun istri korban dari overspel sesama jenis.
Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan kata overspel dibandingkan dengan kata zina maupun gendak. Dalam beberapa versi KUHP tidak menggunakan istilah zina melainkan gendak/overspel seperti dalam KUHP versi hukum online dan KUHP susunan tim visimedia yustisia. Dalam KUHP versi Susilo menggunakan istilah zina/overspel. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai definisi overspel dan zina.  
“Perbedaan pendapat tersebut seperti menurut Sahetapy pada bukunya yang menjelaskan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan baik telah terikat perkawinan maupun belum. Persetubuhan tersebut dilakukan baik antara pria dan wanita maupun dengan sesama jenis. Pengertian zina memiliki arti yang lebih luas dimana overspel, homoseksual, dan prostitusi termasuk didalamnya(Sahetapy and Reksodiputro 1989). “

Perbedaan definisi dan penyebutan mengenai overspel dalam beberapa KUHP menyebabkan perbedaan gambaran mengenai zina dan overspel, salah satu gambaran tersebut yaitu zina dilakukan baik yang belum kawin maupun sudah sedangkan overspel dilakukan oleh salah satu atau kedua pelaku telah kawin. Dalam hal menghindari perbedaan pengertian peneliti menggunakan kata overspel sebagai jalan tengah. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitan yaitu: bagaimana urgensi pengaturan mengenai tindak pidana overspel sesama jenis di Indonesia ditinjau dari norma agama dan norma kesusilaan dan Bagaimanakah pengaturan untuk mengisi kekosongan hukum overspel sesama jenis di Indonesia berdasarkan interpretasi dan kriminalisasi hukum.
METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini meneliti kekosongan hukum mengenai pengaturan overspel, dalam hal dilakukan dengan sesama jenis. Penelitian ini sebagai penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk prilaku hukum dengan mengkaji pengaturan overspel sesama jenis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan konsep-konsep mengenai kejahatan. Pokok kajian dalam penelitian ini berupa hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian ini mengkaji mengenai hukum positif(Abdulkadir 2004). Konsep kejahatan menurut hukum pidana, penemuan hukum dengan metode interpretasi sosiologis dan gramatikal.
Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bahan Hukum sekunder yang digunakan contohnya buku dan jurnal dari : 

1. Abdulkadir, Muhammad. 2006. Hukum Perusahaan Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
2. Ghozali, Abdul Rahman. 2003. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media Group.
3. Lamintang. 1990. Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Yang Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan,. Bandung: Mandar Maju.
4. Bahiej, Ahmad. 2003. “Tinjaun Yuridis Atas Delik Perzinahan ( Overspel ) Dalam Hukum Pidana Indonesia.” Sosio-Relegia 2(2):1–22.
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka. Dengan mengumpulkan bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum pidana dan bahan hukum sekunder yang berupa jurnal, buku dan pendapat hukum yang berkaitan dengan konsep overspel sesama jenis. Bahan hukum tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis dan konsep. Sehingga mempermudah untuk diolah dan dianalisis. 
Pengolahan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan perolehan datan yang sesuai dengan penelitian ini. Pengolahan data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh telah sesuai dan lengkap. Adapun teknik pengolahan data dilakukan dengan tahap sebagai berikut : 
a) Menyeleksi buku, jurnal, maupun sumber lain mengenai topik penelitian diteliti tentang kelengkapan dari data dan dipilih sesuai dengan permasalahan.
b) Klasifikasi mengenai yang diperoleh dengan mengelompokkan data yang akurat yang diperlukan dalam penelitian.

c) Penyusunan data dengan menempatkan data yang berhubungan dalam sub pokok pembahasan guna mempermudah interpretasi data.

Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu :
1. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan  buku, jurnal maupun bahan non hukum yang sesuai dengan penelitian ini.

2. Melakukan pemilihan dan pengelompokan bahan hukum agar sesuai dengan penelitian ini.

3. Mengolah data yang sesuai agar mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.

4. Memberikan kesimpulan dalam bentuk tulisan dan pernyataan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Overspel Sesama Jenis Berdasarkan Norma Agama dan Norma Kesusilaan di Indonesia
Berdasarkan Agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Agama di Indonesia mempercayai keberadaan  Tuhan Yang Maha Esa dan menyakini Kitab Sucinya serta mengikuti para Nabinya. Berdasarkan keyakinan tersebut bagaimana sudut pandang overspel sesama jenis berdasarkan agama-agama di Indonesia, sebagai berikut :
Berdasarkan norma agama Islam perbuatan overspel sesama jenis dianggap dosa besar dan diancam dengan hukuman. Overspel sesama jenis merusak dan mengancam keselamatan masyarakat. Overspel sesama jenis merusak ikatan perkawinan dalam sistem kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar berdirinya masyarakat. Overspel sesama jenis dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dalam masyarakat. Sedangkan hukum islam menghendaki masyarakat yang kukuh dan damai(Nata and Ain 2015).
Dalam agama Islam melarang overspel sesama jenis. Overspel sesama jenis dilarang dalam agama islam karena agama islam merupakan agama yang rasional sehingga tidak membenarkan penyimpangan dalam perbuatan seksual. Overspel yang dilakukan sesama jenis merupakan perbuatan yang merusak perkawinan dan melanggar fitrah manusia yang Allah ciptakan dengan berpasang-pasangan antara pria dan wanita. Bukan sebaliknya dimana pria bersetubuh dengan pria dan wanita bersetubuh dengan wanita.
Overspel sesama jenis menurut syariat Islam memiliki dampak negatif terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan, dan terhadap keluarga maupun masyarakat. Perbuatan overspel sesama jenis menyebabkan suami atau istri yang menjadi korban menderita, perbuatan tersebut menimbulkan kemarahan dan kutukan Dalam hukum Islam, overspel sesama jenis hukumannya ditentukan oleh Allah macam dan jumlahnya, tidak memiliki batas terendah maupun tertinggi dan tidak dapat diwakili oleh perorangan maupun masyarakat.
Dalam Islam overspel sesama jenis merupakan salah satu diantara perbuatan yang hukumannya telah ditetapkan oleh Allah. Syarat terjadinya overspel sesama jenis yaitu masuknya kepala kemaluan pria (atau seukuran kepala kemaluan itu bagi orang yang terpotong kemaluannya) ke dalam kemaluan wanita maupun pria  yang tidak halal disetubuhi oleh pria  yang bersangkutan, persetubuhan tersebut dilakukan diluar ikatan perkawinan, dan keluarnya sperma tidak merupakan syarat terjadinya overspel(Nata and Ain 2015). Dalam Hukum Islam madzab Malikiyah apabila persetubuhan itu tidak sampai menyentuh alat kelamin,  maka perbuatan tersebut tidak termasuk overspel sehingga hukuman yang diperoleh hanya berupa hukuman ta‟zir. Pelaku perbuatan Overspel dalam islam disebut Muhshan(Rasjid 2010).
Dalam hukum pembuktian terhadap perbuatan overspel sesama jenis dilakukan melalui 3 cara yaitu dibuktikan dengan adanya saksi, dibuktikan dengan pengakuan dari pelaku overspel sesama jenis, dan dibuktikan dengan Qarinah(tanda)(Azhar 2010). Dalam hukum Islam sanksi terhadap pelaku overspel sesama jenis terdapat dalam Al-Qur’an Surat An-Nuur ayat 2 dan penjelasan Nabi Muhhamad SAW. Hukuman bagi pelaku overspel tidak bisa dilakukan apabila :

1. Pelaku mencabut pengakuannya bahwa telah melakukan overspel sesama jenis.
2. Sanksi mencabut kesaksiannya sebelum dilaksanakannya hukuman overspel sesama jenis.

3. Sebelum dilaksanakannya hukuman sanksi hilang kecakapannya.
4. Saksi meninggal sebelum dilaksanakannya hukuman.
Dalam agama Kristen(Katolik dan Protestan) yang dibawa oleh Yesus Kristus yang bertujuan untuk keselamatan umat manusia. Agama Katolik dan Protestan ini, keduanya sepakat menolak overspel sesama jenis, bahkan pelaku hubungan overspel sesama jenis dijatuhi dengan hukuman berat. Pengaturan tersebut terdapat dalam Bibel atau Alkitab yang diimani oleh kaum Kristiani [Katolik dan Protestan] yang tertuang dalam Kitab Imamat sebagai berikut :

“Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan laki-laki lain, mereka melakukan perbuatan yang keji dan hina, dan kedua-duanya harus dihukum mati, Mereka mati karena salah mereka sendiri”[Imamat, 20: 13].”
Perbuatan bersetubuh dengan sesama jenis dalam Kitab Perjanjian Lama menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang keji dan hina, hukuman bagi pelakunya berupa hukuman mati kerena telah menentang hukum Allah, dimana seharusnya seorang pria berpasangan dengan wanita dan wanita berpasangan dengan pria. Sedangkan dalam Kitab Perjanjian Baru, perbuatan persetubuhan sesama jenis merupakan perbuatan yang jahat dan terhina.

“Karena manusia yang berbuat demikian maka Allah mereka menurut nafsu mereka yang hina. Wanita-wanita mereka tidak lagi tertarik kepada laki-laki seperti yang lazimnya pada manusia, melainkan tertarik kepada sesama wanita. Lelaki pun begitu juga, mereka tidak lagi secara wajar mengadakan hubungan dengan wanita, melainkan berahi terhadap sesama lelaki. Laki-laki melakukan perbuatan yang memalukan terhadap sesama laki-laki, sehingga mereka menerima pembalasan yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat “Roma, 1: 26-27].

Overspel dalam agama Kristen diatur dalam Alkitab  dan memiliki hukuman sesuai dengan yang terdapat dalam Imamat 20:10, yaitu: 

“Bila seorang laki-laki berzina dengan isteri orang lain, yakni berzina dengan isteri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu.” (Perjanjian Lama, hlm. 131).

 Adapun dalam Amsal 6:32-33 disebutkan: 

“siapa melakukan zina tidak berakal budi; orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan”. (Perjanjian Lama,hlm. 686). 

Dari ketentuan Alkitab hukuman bagi pelaku overspel dapat berupa sanksi pidana mati, sanksi sosial berupa cemoohan dan dikucilkan. Hukuman lain mengenai overspel diatur pula dalam Alkitab, Perjanjian Baru, yang berisi “Barangsiapa diantara  kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan zina itu”. Dalam agama Kristen overspel tidak menggunakan delik aduan(Marpaung 2008).
Dalam ajaran agama Hindu di Indonesia khususnya bagi pemeluk Hindu di Bali, pengaturan mengenai overspel terdapat dalam Trikaya Parisudha tentang Kayika, yang disebut: “tan paradara”. Tan parade memiliki arti menggoda, bersentuhan seks, berhubungan seks, bahkan menghayalkan persetubuhan dengan pria/wanita yang bukan istri/ suaminya yang sah(Ismayawati 2017). Agama hindu melarang hubungan overspel sesama jenis meskipun tidak tertulis secara jelas dalam kitab Sucinya. Dalam mengatur hubungan perkawinan menurut I Made Titip tujuan dari perkawinan adalah kehidupan yang sejahtera dan bahagia hal tersebut sesuai dengan kebaikan agama hindu yang membawa keselaman bagi umat manusia(Titip 2003). Tujuan perkawinan terdapat dalam Kitab Manavadharmasastra bahwa perkawinan bertujuan kepada dharmasampatti (bersama, suami istri mewujudkan pelaksaan Dharma), praja (melahirkan keturunan) dan rati (menikmati kehidupan seksual dan kepuasan indria lainnya). Dalam agama Hindu perkawinan merupakan dharma. Perkawinan bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Dalam agama hindu  perkawinanan antara suami istri menjaga ikatan tali perkawinan agar tidak bercerai. Dalam hal ini overspel sesama jenis dilarang karena merupakan perbuatan yang merusak ikatan perkawinan(Titip 2003). Dalam ajaran agama Hindu meyakini bahwa pelaku overspel sesama jenis mendapat karma sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Overspel sesama jenis merupakan perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai moral.
Dalam agama budha tidak mengatur mengenai kehidupan dalam perkawinan, melainkan memberi nasihat bagaimana agar kehidupan perkawinan bahagia. Salah satu penyeab kerusakan perkawinan yaitu kesusilaan, godaan dan kesengsaraan. Seperti pada overspel sesama jenis merupakan penyimpangan seksual yang menyebabkan kesengsaraan(Dhammananda 2007).
Dalam agama Budha perkawinan adalah ikatan setia dan tidak bernafsu mengejar pasangan lain. Kesetiaan ini berate tidak melakukan persetubuhan dengan sesama jenis. Dalam buku Nasihat Perkawinan Agama  Budha dari Departemen Agama, perkawinan merupakan ikatan suci yang dijalin dengan cinta kasih saying agar tercipta kebahagiaan lahir batin untuk kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Dalam agama Budha perbuatan overspel sesama jenis termasuk dalam pengelompokan ”Sepuluh Kamma Buruk”. Dalam Kammakilesa yang mengatur tentang pengelompokan perbuatan buruk overspel termasuk didalamnya. Overspel sesama jenis disebut dengan Kamesu-Micchacara yaitu perbuatan yang salah mengenai seks. Hukuman bagi pelaku overspel tidak diatur dalam agama budha(Ismayawati 2017). Keyakinan dalam agama budha apabila seseorang bertingkah laku tidak sesuai dengan ajarn budha, maka akan mendapat penderitaan atau disebut dengan dukkha(S. Widyadharma 1983).
Dalam agama konghucu tidak mengatur secara jelas overspel sesama jenis dalam bingkai perkawinan. Perkawinan dalam agama konghucu merupakan salah satu tugas manusia, dikarenakan agama ini merupakan agama yang dibawa oleh Kong Hu Tsu yang bertujuan untuk keselamatan umat manusia. Tujuan perkawinan yaitu melangsungkan sejarah dan mendapatkan keturunan. Ajaran agama konghucu berisi kebaikan yang memungkinkan manusia membimbing keturunannya. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis(Imran 2015). Dalam hal ini agama konghucu melarang overspel sesama jenis karena merusak cita-cita keluarga yang harmonis dan penuh cinta.
Berdasarkan norma kesusilaan yang terdapat di Indonesia. Pengertian norma kesusilaan yaitu aturan mengenai tingkah laku yang baik daan buruk yang bersumber dari hati nurani. Nilai-nilai kesusilaan terdapat dalam hati nurani. Norma kesusilaan di Indonesia adalah perwujudan nilai yang hidup dimasyarakat sebagai pedoman terhadap baik buruk suatu perbuatan manusia dalam kehidupan masyarakat(Parmono 1995). Tindak pidana overspel sesama jenis tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di Indonesia. Tindak Pidana overspel sesama jenis tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia, mengingat masyarakat Indonesia yang mendasarkan diri dan kehidupannya berdasarkan agama dimana agama-agama di Indonesia melarang adanya tindak pidana overspel sesama jenis. Perbuatan overspel sesama jenis menimbulkan penyesalan dan penderitaan sebab pelaku mengingkari hari nuraninya. Overspel merupakan sebuah ingkar janji terhadap ikatan suci perkawinan. Sanksi yang didapat dari perbuatan overspel sesama jenis berupa sanksi sosial dan rasa penyesalan pada diri sendiri. Inilah bentuk sanksi overspel sesama jenis di Indonesia(Poespoprodjo 1986).
Pemahaman mengenai kontruksi overspel sesama jenis yaitu kepentingan hukum suami atau istri yang menjadi korban dilanggar oleh pelaku melalui persetubuhan sesama jenis tersebut. Berdasarkan Pasal 27 Burgerlijk Wetboek (BW) perkawinan hanya dilakukan antara satu orang pria dengan wanita begitupun sebaliknya. Perkawinan merupakan hal sakral yang dilakukan berdasarkan hukum agama. Overspel sesama jenis mengakibatkan korban dicederai janji suci perkawinan dan merusak system masyarakat karena keluarga bagian dari masyarakat. 
Berdasarkan sudut pandang norma agama mengenai pengertian tentang overspel sesama maka perbuatan tersebut dilarang dan merusak ikatan tali perkawinan. Dalam agama Islam dan Kristen perbuatan overspel sesama jenis dilarang dikarenakan perbuatan seksual sesama jenis dan penodaan terhadap perkawinan, sedangkan dalam agama Konghucu, Hindu dan Budha melarang perbuatan overspel sesama jenis dikarenakan perbuatan tersebut dapat merusak ikatan perkawinan dan tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri. 
Dalam hal ini terjadi kekosongan hukum dalam perlindungan hukum sebagai bentuk upaya untuk melindungi lembaga perkawinan. Tingkatan perlindungan hukum yang sesuai dengan makna keberadaan perkawinan dalam masyarakat. Berdasarkan sudut pandang norma kesusilaan yang hidup di Indonesia perbuatan overspel sesama jenis tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Masyarakat Indonesia memandang segala aspek kehidupan berkaitan dengan kaidah norma agama, dimana aturan norma agama melarang adanya perbuatan overspel sesama jenis. Norma agama dan norma kesusilaan dalam masyarakat Indonesia digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tingkah laku sehari-hari(Wijaya 2008). Dalam ini norma agama berfungsi sebagai dasar bagi norma lainnya. Berdasarkan penjelasan mengenai sudut pandang norma agama dan kesusilaan di Indonesia terhadap overspel sesama diperlukan adanya norma hukum yang menjamin kepentingan masyarakat. Jadi hubungan antara norma agama, norma kesusilaan dan norma dapat digambarkan dalam gambar berikut:
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Sumber : diolah sendiri
Hubungan mengenai norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum yaitu norma hukum memberikan perlindungan terhadap norma agama dan norma kesusilaan(Christianto 2017). Dalam hal ini penyelesaian overspel sesama jenis melaui jalur perdata yaitu perceraian, namun hal tersebut tidak melindungi kepentingan hukum dari korban. Dalam overspel sesama jenis memerlukan kepastian hukum guna melindungi kepentingan korban dan masyarakat didalamnya dan memberikan kepastian hukum bagi korban dari overspel sesama jenis. Di Indonesia agar suatu perbuatan diproses melalui hukum pidana yaitu perbuatan tersebut telah diatur dalam hukum positif. Hal tersebut dikarenakan d Indonesia menggunakan asas legalitas. 
Sehingga diperlukan norma hukum pidana mengenai permasalahan overspel sesama jenis. Norma hukum pidana dalam overspel sesama jenis dimana pelaku di ancam dengan sanksi berupa pidana(Moeljatno 2008). Pengaturan tersebut diperlukan guna melindungi nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Norma agama dan kesusilaan disini berfungsi untuk mendasari diaturnya pengaturan mengenai overspel sesama jenis. 
Seperti dalam norma kesusilaan yang mengatur “overspel sesama jenis” maka ketentuan hukum pidana yang mengatur pun harus menjabarkan lebih konkrit dengan mengatur “setiap wanita maupun lelaki yang telah terikat perkawinan dilarang melakukan hubungan seksual sesama jenis dan mengenai sanksi pidanaya pula”. Berdasarkan contoh ini dapat diketahui bahwa hubungan norma dan hukum begitu erat. Norma dalam hukum pidana dikenal sebagai “asas”  atau “prinsip”.  Dalam hal ini perlu tindakan pelaksanaan terhadap overspel sesama jenis sebagai norma kesusilaan dalam bentuk perundang-undangan.
Pengaturan Overspel Sesama Jenis di Indonesia Berdasarkan Interpretasi dan Kriminalisasi Hukum
Dalam penelitian ini menggunakan metode interpretasi dalam melakukan penafsiran hukum(Juanda 2017). Interpretasi yang digunakan yaitu interpretasi gramatikal dilakukan dengan penafsiran secara bahasa atau obyektif (Ginting 2017).  Dalam KUHP pada Bab XIV mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Gerson w. membagi pengertian kejahatan menjadi tiga berdasarkan penggunaannya, yaitu :
1. Kejahatan secara praktis merupakan pelanggaran terhadap norma agama, kebiasaan dan kesusilaan yang mendapat reaksi berupa hukuman maupun sanksi sosial.

2. Kejahatan berdasarkan norma agama yang berkaitan dengan dosa dan hukuman api neraka.

3. Kejahatan dalam sudut pandang yuridis. Kejahatan merupakan perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, seperti dalam KUHP(Wahid and Irfan 2001).

Pengertian lain mengenai dijelaskan oleh K. Kartono, kejahatan secara sosiologis merupakan segala bentuk ucapan maupun perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat , melanggar norma kesusilaan dan menyerang keselamatan masyarakat baik yang telah diatur maupun belum dalam perundang-undangan(Kartono 2005). Berdasarkan pengertian kejahatan maka overspel sesama jenis yang terjadi di Indonesia, dimana overspel sesama jenis tidak sesuai dengan norma norma yang hidup di masyarakat, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. Dalam hal ini konsep kejahatan sesuai dengan overspel sesama jenis, karena pada overspel sesama jenis tidak sesuai dengan norma agama di Indonesia dan menyebabkan keresahan dalam masyarakat. 
Interpretasi kedua yang digunakan yaitu sosiologis. Interpretasi sosiologis merupakan penafsiran terhadap maksud dan tujuan dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan. Interpretasi sosiologis dilakukan dengan menganalisis tujuan perundang-undangan bagi Mmasyarakat(Bakhtiar 2018). Peraturan perundang-undangan seharusnya sesuai dengan kepentingan masyarakat dan perkembangan zaman. Konsep overspel sama dengan konsep overspel sesama jenis. Dalam konsep overspel terdapat syarat untuk dapat diproses sesuai hukum pidana yaitu kesengajaan, hubungan kelamin dan tanpa persetujuan istri maupun suami. Dalam overspel sesama jenis kesengajaan, adanya hubungan kelamin dan tanpa persetujuan istri dapat pula dibuktikan menurut hukum. Konsep mengenai overspel dalam hukum Pidana diatur dalam KUHP(Santosa 1997). 
Diaturnya konsep overspel bertujuan untuk mengatur untuk menjaga ikatan perkawinan dimana keluarga merupakan bagian terkecil dalam masyarakat. Pengaturan tersebu diharapkan agar tercipta keamanan dan keadilan sehingga kepentingan masyarakat dapat terlindungi (Triwanto 1999). Dalam mengatur overspel sesama jenis menggunakan norma hukum pidana dengan sanksi maksimal Sembilan bulan. Norma hukum pidana merupakan norma hukum yang memiliki sangsi lebih tegas dibanding norma hukum jenis lain. Hukum pidana digunakan untu menanggulangi perbuatan overspel yang dapat mengganggu ketertiban dan keadilan di masyarakat(Moeljatno 1993). 
Menurut Sudarto fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi hukum yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana(Sudarto 1990). Kepentingan yang dilanggar dari perbuatan overspel adalah dalam bentuk kesusilaan. Pengaturan overspel dalam KUHP bertujuan melindungi korban dari perbuatan overspel yang tidak sesuai dengan kepatutan di bidang seksual. Dalam hal ini baik overspel dalam KUHP dan overspel sesama jenis memiliki formula yang sama yaitu :

a + b = c

a + d = c
Sumber : diolah sendiri
Dalam persamaan tersebut baik overspel yang dilakukan dengan lawan jenis maupun overspel sesama jenis tetap menimbulkan kerugian bagi korban. Maka dari itu dalam overspel sesama jenis diperlukan aturan yang melindungi korban. Aturan tersebut sebagai dasar untuk menjerat pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya(Saleh 1981). Korban dalam hal ini yaitu istri maupun suami berdasarkan kerugian yang dialami. Hal terebut sesuai dengan fungsi dari norma hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan manusia, dan terciptanya keadilan bagi masyarakat. 
Perlindungan bagi korban overspel sesama dapat dilakukan melalui kriminalisasi hukum(Chohwanadi 2012). Kriminalisasi memiliki arti suatu kebijakan yang menetapkan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Overspel sesama jenis sendiri belum diatur dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana, maka diperlukan kriminalisasi terhadap overspel sesama jenis yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR(Santoso and Achjani Zulfa 2010). Overspel sesama jenis memiliki berbagai dampak negatif baik kesehatan dan kehidupan masyarakat. Berdasarkan berkas putusan yang dilansir Mahkamah Agung sedikitnya 60 pasangan berpisah karena suami melakukan overspel sesama jenis, dalam kurun tiga tahun terakhir(Mahkamah Agung 2019). Beberapa kasus perceraian yang terjadi akibat overspel sesama jenis(Saputra 2019)seperti :
1. Kasus pertama di Maninjau, Agam, Sumatera Barat. Pada 31 Agustus 2018 seorang wanita menikah dengan seorang pria. Dalam kurun waktu sebulan terungkap bahwa suami memiliki video persetubuhan dengan sesama pria. Akibat dari hal tersebut pihak istri menggugat cerai suami. Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama pada bulan April 2019.

2. Kasus kedua di Simalungun, Sumatera Utara. Seorang wanita menggugat suaminya dikarenakan suami melakukan persetubuhan sejenis dengan pria lain..
3. Kasus ketiga di Banyuwangi , dimana perceraian akibat overspel sesama jenis sebanyak 100 kasus.
Kasus serupa mengenai overspel sesama jenis terjadi di Tangerang dimana overspel sesama jenis menjadi penyebab perceraian tersebut. Pada tahun 2002 tercatat di KUA Pasar Minggu pernikahan antara kedua Kedua pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil tersebut dikaruniai 3 orang anak, salah satu diantaranya meninggal dunia. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 3 anak(Saputra 2020). Dalam perjalanannya, satu anak meninggal dunia. Suami mulai mengalami penyimpangan seksual setelah beberapa tahun, penyimpangan tersebut yaitu mencintai sesama jenis. Permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan dan mengakibatkan pisah ranjang mulai tahun 2018. Pada Tahun 2020 pihak istri meminta izin bercerai kepada pimpinan dalam hal ini Sekertariat Jendral Kementrian dan dikabulkan. Pihak istri menggugat suaminya di Pengadilan Agama Tangerang. Pengadilan Agama Tangerang mengabulkan gugatan pihak istri, namun sampai dengan putusan akhir pihak suami tidak pernah hadir guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perceraian tersebut terjadi dikarenakan antara pihak istri dan suami terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2018.
 Perselisihan terus menerus tersebut menyebabkan rumah tangga keduanya  tidak dapat dipertahankan. Penyebab perceraian mengenai perselisihan yang tidak menemukan jalan keluar telah Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyebab pertengkaran terebut selain karena pihak suami memiliki penyimpangan seksual, pihak suami juga menderita HIV Aids dikarenakan melakukan persetubuhan sesama jenis. Overspel sesama jenis tersebut mengakibatkan istri, anak dan keluarga menjadi korban(Saputra 2020). 
Persoalan overspel sesama jenis yang menjadi penyebab rentannya tertularnya virus HIV Aids merupakan dampak negatif overspel sesama jenis dalam bidang kesehatan. Seperti pada laporan Tahun 2019 oleh Sistem informasi HIV-AIDS dan IMS dimana pasangan yang melakukan hubungan overspel sesama jenis merupakan salah satu kelompok yang berisiko terhadap penularan HIV AIDS setelah Pasangan Pekerja Seks dengan persentase HIV positif mencapai 8,75%. Presentase HIV positif dari overspel sesama jenis lebih tinggi dari wanita penjaja seks (2,42%) dan pria penjaja seks (8,05). Overspel sesama jenis merupakan urutan ke tiga kelompok beresiko terkena HIV AIDS(Kementrian Kesehatan 2020).

Dalam kasus tersebut menurut hukum positif di Indonesia permasalahan overspel sesama jenis diselesaikan melalui jalur perdata yaitu hanya terfokus pada perceraian sebagai penyelesaian. Dalam halnya perlindungan hukum terhadap pasangan korban overspel sesama jenis terdapat kekosongan hukum. Dalam pemberian sanksi terhadap pelaku hanya sebatas sanksi sosial belum tertuang dalam hukum positif di Indonesia. Berdasarkan banyaknya kasus overspel sesama jenis di Indonesia dengan jumlah persentase dari tahun ketahun semakin mengkhawatirkan dan melihat macam-macam kerugian atau dampak yang di timbulkan maka wajar apabila jenis kejahatan ini seharusnya di kriminalisasikan(Duwi 2015). 
Dalam hal ini perlu dilakukan pembaharuan mengenai peraturan mengenai konsep overspel dalam KUHP agar sesuai dengan nilai-nilai sosial dan cita bangsa Indonesia(Eko Sugiyanto, Budiyono, and Budhi 2016). Akhir dari proses kriminalisasi overspel sesama jenis yaitu penetapan perbuatan overspel sesama jenis sebagai perbuatan yang dapat dipidana(Ali 2020). Dalam hal overspel sesama jenis dapat dimasukkan kedalam RUU KUHP agar perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidan(Wibawa 2018). Kriminalisasi overspel sesama jenis bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai keadilan bagi korban overspel sesama jenis.
PENUTUP

Kesimpulan

1. Secara yuridis konsep dari overspel terdapat dalam Pasal 284 KUHP hanya melarang overspel pada lelaki dengan perempuan maupun sebaliknya yang salah satu atau keduanya terikat tali perkawinan, jenis deliknya aduan absolut dan sanksinya hanya pidana penjara maksimal 9 bulan. Sedangkan dalam norma-norma agama di Indonesia batasan overspel yang dilarang tidak hanya antara pria dengan wanita melainkan dalam hal sesama jenis termasuk didalamnya. Overspel sesama jenis dalam sudut pandang agama di Indonesia dianggap sebagai kejahatan dan dosa besar. Dalam sudut pandang norma kesusilaan tindak Pidana overspel tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia, mengingat masyarakat Indonesia yang mendasarkan diri dan kehidupannya berdasarkan agama, dimana agama-agama di Indonesia melarang adanya tindak pidana overspel, maka diperlukan norma hukum pidana guna memberikan kepastian hukum terhadap korban.

2. Berdasarkan interpretasi mengenai definisi kejahatan dikaitkan dengan overspel sesama jenis maka diperlukan pengaturan terhadap overspel sesama jenis. Pengaturan terhadap overspel sesama jenis perlu dilakukan mengingat kerugian bagi masyarakat dalam hal kesehatan yaitu tertularnya virus HIV Aids dan menjadi penyebab dari banyaknya kasus perceraian di Indonesia. Overspel sesama jenis dengan berbagai macam kerugian atau dampak yang di timbulkan bagi korban maka wajar apabila jenis kejahatan ini seharusnya di kriminalisasikan.
Saran

1. Kepada Masyarakat, seharusnya Bersikap saling setia kepada satu pasangan seks dalam  hal ini setia terhadap istri maupun suami mengingat berbagai  macam dampak buruk dari overspel sesama jenis.
2. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seharusnya melakukan kriminalisasi mengenai overspel sesama jenis. Dengan melihat bentuk kerugian dari overspel sesama jenis yang semakin mengkhawatirkan maka dapat dikatakan bahwa pengkriminalisasian tindakan overspel sesama jenis bersifat “urgent” atau penting karena semakin lama maka semakin banyak pula kasus mengenai overspel sesama jenis. Sehingga dengan adanya tindakan kriminalisasi ini maka akan semakin mudah untuk mengatur dan mencegah terjadinya overspel sesama jenis. Kriminalisasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi korban overspel sesama jenis.
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